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KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya, Jurnal 
Ilmiah Kebijakan Hukum kembali terbit menemui ruang sidang pembaca. Salawat beserta salam tak 
lupa pula disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah merubah cakrawala berpikir 
umat manusia dari pemikiran tradisional mistis ke era rasionalitas ilmiah modern. 

Eksistensi dan keberkalaan suatu penerbitan jurnal ilmiah di banyak lembaga Litbang selalu 
menjadi masalah sekaligus tantangan bagi setiap pengelolanya, mulai dari minimnya anggaran, 
kurangnya SDM, minimnya artikel/tulisan masuk dan penyesuaian ketentuan penulisan ilmiah yang 
disyaratkan oleh instansi pembina. 

Dalam  terbitan Volume 10 Nomor 2 Bulan Juli Tahun 2016 ini, kami memuat hasil-hasil 
penelitian hukum, diantaranya di bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian, Peradilan Anak, di samping 
dua tulisan berupa tinjauan hukum. Naskah tulisan yang masuk telah diseleksi secara ketat oleh 
Dewan Redaksi dan melalui penelaahan dan penilaian dari  Mitra Bestari. Oleh karena itu tidak 
semua tulisan yang masuk dapat dimuat. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga kualitas substansi 
tiap-tiap tulisan sehingga tetap terjaga kedalaman analisis dan pembahasannya. Dari hasil seleksi 
dimaksud kami memuat tulisan berupa hasil penelitian yang ditulis oleh Ahmad Sanusi dengan judul 
Pelaksanaan Fungsi Cabang Rumah Tahanan Negara di Luar Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia, kedua ditulis oleh Taufik H. Simatupang dengan judul Analisa Yuridis Peralihan Tempat 
Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma ke dalam Wilayah Kerja 
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan, ketiga ditulis oleh Edward James Sinaga dengan 
judul Optimalisasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) pada Bidang 
HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Keempat ditulis oleh Yul Ernis 
dengan judul Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di 
Indonesia, Kelima ditulis oleh Rr. Susana Andi Meyrina dengan judul Implementasi Peningkatan 
Kinerja Melalui Merit Sistem Guna Melaksanakan Undang-undang Aparatur Sipil Negara. Tinjauan 
hukum ditulis oleh Nizar Apriansyah dengan judul Peran Pemerintahan Dalam Pembentukan 
Kebijakan Hukum, kedua ditulis oleh Ahmad Jazuli dengan judul Strategi Pencegahan Radikalisme 
Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dalam kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada 
para Mitra Bestari (Peer Reviewer) yang telah melakukan penelaahan, analisis dan penilaian atas 
kelayakan tulisan untuk dimuat di Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Terima kasih juga kami ucapkan 
kepada semua penulis yang telah berkenan menyumbangkan tulisannya.

Akhirnya, kami berharap semua hasil penelitian dan tinjauan hukum yang dimuat dalam 
jurnal ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan dan pembangunan hukum dan 
kebijakan di Indonesia. Kami juga sangat terbuka atas semua kritik dan saran konstruktif dalam 
rangka perbaikan dan penyempurnaan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum di waktu mendatang.

                                                                                                              Selamat Membaca,
                                                                                                                  
                                                                                                                   R E D A K S I
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Abstrak

Pemerintah sebagai pembentuk kebijakan terkadang  menghasilkan kebijakan yang tidak menyentuh 
langsung kebutuhan  dan rasa keadilan masyarakat.Birokrasi pemerintah memberi andil terhadap 
keterpurukan bangsa Indonesiadalam krisis yang berkepanjangan. kesemuanya ini patut diduga 
imbas dari birokrasi yang dibangun oleh pemerintah sebelum era reformasi (orde baru), yang  telah 
membentuk budaya birokrasi yang kental dengan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dari 
data Komisi Pemberantasan Korupsi terlihat bahwa setiap tahun terjadi peningkatan penindakan 
korupsi yang ditangani, kesemuanya ini mengindikasikan bahwa reformasi birokrasi yang dijalankan 
selama ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Peran pemerintah sebagai pembuat 
kebijakan diharapkan dapat meminimalisir celah-celah yang bisa membuat oknum pemerintah 
berbuat di luar prosedur yang berlaku belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kebijakan 
yang diciptakan seringkali bertentangan dan tidak memenuhi rasa keadilan masayarakat hal ini 
terlihat dari banyaknya peraturan pemerintah daerah yang dibatalkan dan direvisi.Dalam tulisan ini 
ada beberapa hal yang terungkap diantara aspek-aspek yang mempengaruhi birokrat di Indonesia  
dalam proses pembentukan kebijakan dan peran pemerintah dalam pembentukan kebijakan hukum 
dan faktor yang mempengaruhinya.
Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pembentukan Kebijakan, Kebijakan Hukum, Birokrat.

Abstract

The government as policy-maker, sometimes its policies does not satisfy a basic need and come 
to the  sense of society justice. The government bureaucracy has a contribution to the adversity of 
Indonesia in a long drawn crisis. It can be suspicious of the impact of bureaucracy that is created 
by old government (new order) before reformation era, had made a thick culture`s bureaucracy with 
corruption, collusion nepotism. The data from the Corruption Eradication Commission shows that 
corruption increase year by year, it indicates that bureaucracy reform having not been carried out 
as expected,  yet.  The government`s role as policy-maker is hoped to minimize cracks that could 
make government officials perform their duties against procedures. Often, the policies that have 
been issued by government contradict and  do not meet the sense of  social justice, they can be 
seen by cancellation and revision of regional government regulations. In this writing, many things are  
revealed between the aspects influencing bureaucrat in the policy-making process and the factors 
that bring around it.
Keywords: government role, policy-making, law policy, bureaucrat
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1	 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. 2010-2025 PP Nomor 80 
tahun 2011

2	 http://acch.kpk.go.id/statistik diakses 08-08-2016 

PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi tentu akan 
berhubungan langsung dengan pemerintah, 
reformasi birokrasi menjadi isu yang sangat 
kuat untuk direalisasikan. Kondisi birokrasi 
Indonesia di era reformasi saat ini bisa dikata
kan belum menunjukan arah perkembangan 
yang baik, karena masih banyak  ditemukan 
birokrat yang arogan dan menganggap 
rakyatlah yang membutuhkannya,  praktik 
korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
yang masih terjadi, dan mentalitas birokrat 
yang masih jauh dari  harapan. Untuk 
melaksanakan fungsi birokrasi secara tepat, 
cepat, dan  konsisten guna  mewujudkan 
birokrasi yang akuntabel dan baik, sebenarnya 
pemerintah telah memberikan rambu-
rambu berupa peraturan¹ untuk menjadi 
landasan dalam pelaksanaan  reformasi 
birokrasi di Indonesia.

Birokrasi pemerintah memberi andil ter
hadap keterpurukan bangsa Indonesia dalam 

krisis yang berkepanjangan. Kesemuanya 
ini patut diduga imbas dari birokrasi yang 
dibangun oleh pemerintah sebelum era re-
formasi (Orde Baru), yang telah membentuk 
budaya birokrasi yang kental dengan budaya 
KKN. Akan tetapi, pemerintahan pasca refor-
masi pun tidak menjamin keberlangsungan 
reformasi birokrasi terealisasi dengan baik. 
Kurangnya komitmen pemerintah pascare-
formasi terhadap reformasi birokrasi ini cen-
derung berbanding lurus dengan kurangnya 
komitmen pemerintah terhadap pemberanta-
san KKN yang sudah menjadi kebiasaan da-
lam birokrasi pemerintah Indonesia selama 
ini. Sebagian masyarakat memberikan cap 
negatif terhadap komitmen pemerintah un-
tuk melaksanakan reformasi birokrasi. Ironis-
nya, sebagian masyarakat Indonesia saat ini, 
justru merindukan pemerintahan Orde Baru 
yang dianggap dapat memberikan kemapa-
nan kepada masyarakat, walaupun hanya ke-
mapanan yang bersifat semu.

Data Penangan Korupsi oleh KPK 
tahun 2004 -2016²

Penindakan  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016 Jumlah
Penyelidikan 23 29 36 70 70 67 54 78 77 81 80 87 51 803

Penyidikan 2 19 27 24 47 37 40 39 48 70 56 57 46 514

Penuntutan 2 17 23 19 35 32 32 40 36 41 50 62 30 419

Inkracht 0 5 17 23 23 39 34 34 28 40 40 37 34 354

Eksekusi 0 4 13 23 24 37 36 34 32 44 48 38 42 375

Data KPK Juni 2016

Dari data diatas terlihat bahwa setiap ta
hun terjadi peningkatan penindakan korupsi 
yang di tangani oleh Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK), kesemuanya ini mengindikasi-
kan bahwa reformasi birokrasi yang dijalan

kan selama ini belum berjalan sebagaimana 
yang diharapkan. Peran pemerintah sebagai 
pembuat kebijakan diharapkan dapat memi-
nimalisir celah-celah yang bisa membuat ok-
num pemerintah berbuat di luar prosedur yang 
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3	 Dapat diselewengkan dengan sengaja
4	 Agar anggaran terserap tanpa membawa efek apa-apa
5  	 https://beritagar.id/artikel/berita/daftar-perda-bermasalah-yang-dibatalkan-pemerintah diakses 8 Agustus 2016
6	 Ibid

berlaku. Kebijakan pemerintah yang dilahirkan 
seringkali membuat celah agar bisa bermain³ 
dan banyak  dari kebijakan tersebut yang 
belum menyentuh kepentingan masyarakat 
atau dalam kata lain tidak bersifat populis.
Karena bukan tidak mungkin, peran peme
rintah sebagai pembuat kebijakan di susupi 
oleh  kepentingan-kepentingan tertentu baik 
yang bersifat eksternal maupun internal yang 
berakibat kebijakan yang dihasilkan tidak me-
menuhi rasa adil dan rasa butuh masyarakat⁴. 
Sebagaimana telah diketahui oleh kalangan 
yang peduli terhadap pembaruan hukum di 
tanah air, beberapa peraturan perundang-un-
dangan yang menjadi produk lembaga legis-
latif di Indonesia baik di tingkat pusat maupun 
daerah banyak yang bermasalah. Data ter
akhir dari Kementerian Dalam Negeri menye-
butkan ada sebesar 3.143 peraturan yang di-
batalkan atau direvisi oleh pemerintah pusat. 
Jumlah itu terdiri dari 1.765 Perkada kabupat-
en/kota yang dicabut atau direvisi Mendagri, 
111 Putusan Mendagri, dan 1.267 Perkada 
kabupaten/kota yang dicabut atau direvisi 
gubernur.⁵Selain telah membatalkan Perda, 
kini pemerintah juga tengah mengevaluasi 
Perda maupun Perkada yang bertentangan 
dengan konstitusi dan peraturan perundang
an yang lebih tinggi. “Pemerintah juga tengah 
mengevaluasi Perda maupun Perkada yang 
tidak sesuai dengan semangat menjaga ke
bhinekaan dan persatuan Indonesia⁶

Keinginan untuk menciptakankebijakan 
hukum yang lebih baik  harus diimbangi 
dengan usaha untuk mewujudkan peraturan-
peraturan yang baik sesuai dengan keadaan 
dan situasi pada suatu waktu. Kebijakan dari 
negara melalui badan-badan yang berwenang 
untuk menetapkan peraturan-peraturan yang 
dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan 
untuk mengekspresikan apa yang terkandung 

dalam masyarakat dan untuk mencapai apa 
yang dicita-citakan.

Untuk membentuk kebijakan hukum 
yang menyentuh rasa keadilan masyarakat 
tersebut, pemerintah tentu akan terhubungkan 
dengan sistem politik. Para   pengambil 
keputusan selalu mempertimbangkan 
masukan  berupa tuntutan dari kelompok-
kelompok kepentingan  dan dukungan 
masyarakat yang percaya pada ligitimasinya. 
Setelah melewati proses konversi, mereka 
merumuskan keluaran berupa keputusan-
keputusan dan tindakan-tindakan antara lain 
dalam bentuk yang utama yaitu:   pelbagai 
produk hukum dan pelbagai kebijakan. Apabila 
ingin “survive” maka setiap sistem politik 
harus memperhatikan umpan balik (feed 
back). Berarti bahwa hukum pada dasarnya 
merupakan produk sistem politik (the product 
of political system). Demikian pula apa yang 
dinamakan politik hukum sebagai bagian 
dari politik sosial  dengan demikian nampak 
bahwa warna dan kualitas hukum yang 
berlaku dalam masyarakat akan tergantung 
pada warna dan kualitas sistem politik yang 
memegang kendali pemerintahan.

Lantas timbul beberapa pertanyaan 
mendasar diantaranya aspek apa saja 
yang dapat mempengaruhi birokrat dalam 
mengambil kebijakan dan bagaimana 
peran pemerintah dalam pembentukan 
kebijakan di bidang hukum dan faktor yang 
mempengaruhinya. Disadari bahwa sejatinya 
hukum itu adalah produk kebijakan tapi 
sebaliknya setelah hukum itu terbentuk 
kebijakan yang dihasilkan harus sesuai 
dengan hukum-atau aturan yang berlaku. 
Sebaik-baiknya produk hukum yang dibuat 
akan tidak efektif kalau tidak dijalankan oleh 
birokrat dalam tatanan birokrasi yang baik 
begitupun sebaliknya birokrat akan menjadi 
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7	 Mahendra, Yusril Ihza. Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia. 
8	 Susanti, Bivitri. “Kebijakan Pemerintah dalam Penegakan Hukum: Mau Dibawa KeMana?”www.pemantauperadilan..

com, 10 Februari 2004. 
9	 Ahmad Hidayat, Kemungkinan monopoli yang menghambat persaingan: Studi mengenai produsen semen di 

Indonesia. Universitas Indonesia. http://www.lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak/id_abstrak-88565.pdf
10	 Maksudnya pejabat-pejabat terdahulu masih berkuasa.

tidak baik kalau tidak ada aturan hukum yang 
baik.

PEMBAHASAN

1.	 Aspek-Aspek yang Mempengaruhi 
Birokrat Dalam Proses Pembentukan 
Kebijakan
Salah satu tugas birokrat adalah 

membentuk suatu kebijakan publik⁷  yang dapat 
diterima oleh semua golongan masyarakat. 
Setiap kebijakan yang dibuat tentu harus 
memperhatikan apakah kebijakan tersebut 
nantinya dapat diterapkan dalam masyarakat, 
sehingga setiap kebijakan yang ada tidak 
akan sia-sia belaka.Oleh sebab itu, seorang 
birokrat haruslah orang yang independen dan 
dapatmenampung setiap aspirasi masyarakat. 
Namun, dalam realitanya ternyata banyak 
aspek yang dapat mempengaruhi para birokrat 
dalam membentuk suatu kebijakan, sehingga 
kebijakan yang dibuat sebenarnya hanyalah 
kepentingan dari beberapa golongan saja, 
dengan dalih untuk kepentingan masyarakat 
luas. Aspek-aspek yang mempengaruhi 
pembentukan kebijakan dari para birokrat 
akan dibahas sebagai berikut:
a. 	 Adanya Pengaruh Tekanan dari Luar 

Di sini nilai-nilai politis yang 
berlaku akan sangat mempengaruhi 
birokrat. Salah satunya adalah ketika 
Indonesia sedang mengalami krisis 
moneter periode 1998, Indonesia 
banyak mendapat tekanan dari dunia 
internasional, khususnya negara-
negara kapitalis barat. Pada saat itulah 
International Monetary Fund (IMF)⁸ 
mulai mempengaruhi perekonomian 
Indonesia dengan memberikan berbagai 
cara bagaimana dapat keluar dari krisis. 

Namun, yang terjadi adalah Indonesia 
selalu didikte oleh IMF dan setelah sekian 
lama sampai lima tahun lebih, serta 
telahbeberapa kali berganti presiden, 
Indonesia belum bisa keluar dari krisis. 
Salah satu produk hukum yang dibuat 
oleh pemerintah Indonesia atas saran 
IMF adalah Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat⁹.
Undang-undang tersebut dibuat dengan 
mengadopsi langsungundang-undang di 
Amerika Serikat yang mengatur tentang 
hal yang sama.

b. 	 Adanya Pengaruh Kebijakan Lama 
Dalam hal ini, kebijakan lama 

yang diwariskan kepada para birokrat 
baru sangat berpengaruh terhadap 
kebijakan yang dihasilkan, karena suatu 
sistem atau tatanan yang berlaku dalam 
organisasi dapat mempengaruhi kinerja 
para birokrat. Sistem lama yang sudah 
mengendap akan sangat sulit diubah bila 
birokrat-birokrat lama¹⁰ dalam organisasi 
yang bersangkutan juga tidak diganti. 
Jadi, bila hanya satu atau duabirokrat 
saja yang diganti, justru birokrat-birokrat 
baru tersebut yang akan mengikuti arus 
dari sistem lama karena kinerja para 
birokrat baru juga taklepas dari pengaruh 
para birokrat lama yang jumlahnya lebih 
banyak. Contoh yang dapat diambil 
di Indonesia ini adalah pada masa 
reformasi, di mana belum banyak terjadi 
perubahan dari sistem rezim Orde Baru 
ke sistem Reformasi Birokrasi dan 
pejabat-pejabatnya juga sama. Pada 
masa reformasi, para birokrat yang 
diganti hanyalah para elit atau pemimpin-
pemimpinnya saja, sedangkan bawahan-
bawahannya tetap. Hal ini membuat 
pelayanan-pelayanan yang diberikan, 
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serta ketentuan hukum yang dibentuk 
untuk masyarakat pada masa reformasi 
ini menjadi sama saja sepertipada masa 
Orde Baru, walaupun ada perubahan, 
itu pun hanya sebagian kecil saja. Inilah 
yang menjadi permasalahan, di mana 
para birokrat bawahan tersebutmasih 
menjadi bagian dari sistem lama. Oleh 
karena itu, seorang pemimpin dalam 
suatu organisasi yang masih terpengaruh 
oleh sistem lama haruslah bertekaduntuk 
menciptakan suasana kerja yang 
baru dalam organisasinya, sehingga 
kebijakan-kebijiakan yang dibuat tidak 
terpengaruh oleh kebijaksanaan lama.

c. 	 Adanya Pengaruh Sifat-sifat Pribadi 
Nilai pribadi yang ada dalam diri 

pembuat kebijakan sangat berpengaruh. 
Sifat dan watak pribadi dalam tiap diri 
birokrat dapat mempengaruhi suatu 
produk hukum yang akan dibuat 
oleh birokrat yang bersangkutan¹¹. 
Kebijakan tersebut akan baik dan dapat 
mengakomodasi kepentingan semua 
lapisan masyarakat, bila sifat dan watak 
dari para birokrat baik dan mempunyai 
kompetensi, serta integritas yang tinggi. 
Sebaliknya, kebijakan tersebut akan 
berakibat buruk, bila sifat dan watak 
dari para birokrat hanya mementingkan 
dirinya sendiri. Saat ini, masih banyak 
birokrat yang hanya mementingkan 
dirinya sendiri karenater pengaruh sifat-
sifat pribadinya. Demikian juga pada masa 
Orde Baru. Ketikaitu, mantan Presiden 
Soeharto pernah mengeluarkan suatu 
Instruksi Presiden(Inpres) yang berkaitan 
dengan penghapusan bea impor atas 
mobil Timor diIndonesia. Inpres tersebut 
menjadi kontroversial pada waktu 
itu karena pemilik perusahaan mobil 
Timor adalah putranya sendiri. Dalam 
hal ini, sebenarnya terjadi benturan 
kepentingan (conflict of interest) pada 
mantan Presiden Soeharto,di mana 

ia mengeluarkan kebijakan yang 
seharusnya bermanfaat bagi publik,tetapi 
yang justru terjadi adalah Inpres tersebut 
hanya mementingkan diri pribadisang 
mantan presiden.

d.	 Adanya Pengaruh dari Kelompok 
Luar 

Di Indonesia, begitu banyak 
kelompok masyarakat yang dibentuk 
sendirioleh mereka. Kelompok itu 
berbagai macam namanya, ada “aliansi”, 
“forum”, “front”, “himpunan”, “lembaga” 
dan masih banyak lagi yang pada intinya 
merupakan suatu kumpulan orang 
yang mempunyai tujuan yang sama, 
sehingga bisa disebut juga sebagai 
suatu organisasi. Organisasi-organisasi 
masyarakat tersebut akan selalu 
merespon tiap kebijakan pemerintah 
yang dianggap tidak tepat dan salah 
arah, sehingga organisasi masyarakat 
itu dikatakan juga sebagai alat kontrol 
bagi pemerintah. Beberapa bulan yang 
lalu ketika pemerintah berniat merevisi 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan, tiap 
organisasi buruh langsung merespon 
keinginan pemerintah tersebut karena 
para buruh menganggaprevisi Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 hanya 
untuk melindungi para pengusaha dan 
investor asing. Puncaknya pada tanggal 
1 Mei 2006 Hari Buruh Sedunia, tiap 
organisasi buruh seluruh Indonesia 
serentak mengadakan aksi unjuk rasa 
untuk menentang revisi Undang-Undang 
Ketenagakerjaan tersebut, dan kemudian 
padatanggal 3 Mei 2006, para buruh se-
Indonesia kembali melakukan aksi unjuk 
rasa,bahkan terjadi kerusuhan pada 
unjuk rasa yang kedua ini. Aksi unjuk rasa 
paraburuh tersebut dapat mempengaruhi 
pemerintah untuk tidak merevisi 
undang-undang ketenagakerjaan ter
sebut, walaupun nantinya akan tetap 
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direvisi, setidaknya pemerintah memilih 
untuk menunda pembahasannya. 
Hal ini dilakukan pemerintah untuk 
meredakan amarah para buruh yang 
merasa termarjinalkan posisinya dan 
juga agar kegiatan perekonomian tetap 
dapat berjalan seperti biasanya. Dengan 
demikian, menjadi terbukti bahwa 
kelompok-kelompok masyarakat dapat 
mempengaruhi pemerintah dalam hal 
membuat kebijakan.

e. 	 Adanya Pengaruh Keadaan Masa 
Lalu 

Keadaan masa lalu dapat mem
pengaruhi kebijakan yang dibuat oleh 
para birokrat. Para birokrat dapat belajar 
dari pengalaman mengenai kebijakan 
yang telah diterapkan dalam masyarakat 
dengan melihat hasilnya pada saat ini, 
yaitu baik atau buruk. Pada masa Orde 
Baru, banyak kebijakan yang hanya 
mementingkan kelompok tertentu saja, 
sehingga rakyat selalu menjadi korban 
dari sebuah kebijakan. Makin lama, rakyat 
semakin pintar dan tidak ingindibodohi 
terus-menerus. Alhasil pada 1998, 
kekesalan rakyat yang selama ini 
selalu dipendam, akhirnya memuncak. 
Rakyat dan mahasiswa tumpah ruah 
turun ke jalan dengan satu tujuan, 
yaitu melengserkan Soeharto dari tahta 
kepresidenan setelah berkuasa selama 
32 tahun. Dengan mempelajari hal ter
sebut, maka pemerintah saat iniharus 
lebih hati-hati untuk membuat kebijakan, 
karena bila tidak, maka bukan tidak 
mungkin hal yang telah menimpa mantan 
Presiden Soeharto, dapat jugaterjadi 
pada masa pemerintahan saat ini. 
Dengan demikian, faktor “keadaan 
masalalu” dapat menjadi pertimbangan 
bagi pemerintah untuk membuat suatu 
kebijakan publik dan pemerintah juga 
harus memikirkan nasib rakyat kecil 
yang dari dulu jarang sekali merasakan 

efek dari sebuah kebijakan yang dibuat 
oleh para birokrat.

2.	 Peran Pemerintah dalam Pembentuk
an Kebijakan Hukum dan Faktor yang 
Mempengaruhinya. 

a. 	 Peran Pemerintah dalam Pembentuk
an Kebijakan Hukum 

Dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia, kewenangan penegakan 
hukum berada di tangan lembaga yudi
katif. Namun demikian, peran pemerintah 
sebagai badan eksekutif dirasakan amat 
penting dalam upayamenegakkan hukum 
di Tanah Air. Setidaknya ada tiga alasan 
mengapa kebijakan pemerintah dalam hal 
penegakan hukum diperlukan.Pertama, 
pemerintah bertanggung jawab penuh 
untuk mengelola wilayah dan rakyatnya 
untuk mencapai tujuan dalam bernegara. 
Bagi Indonesia sendiri, pernyataan 
tujuan bernegara sudah dinyatakan 
dengan tegas oleh para pendiri negara 
dalam Pembukaan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (UUD 1945), diantaranya: 
melindungi segenap bangsa dan 
memajukan kesejahteraan umum. Bukan 
hanya pernyataan tujuan bernegara 
Indonesia, namun secara mendasar 
pun gagasan awal lahirnya konsep 
negara,pemerintah wajib menjamin 
hak asasi warga negaranya. Memang, 
dalam teori pemisahan kekuasaan 
cabang kekuasaan negara mengenai 
penegakan hukum dipisahkan dalam 
lembaga yudikatif. Namun, lembaga 
eksekutif tetap mempunyaitanggung 
jawab karena adanya irisan kewenangan 
dengan yudikatif sertalegislatif dalam 
kontekschecks and balances; dan 
kebutuhan pelaksanaan aturanhukum 
dalam pelaksanaan wewenang pe
merintahan sehari-hari¹². Kedua, tidak 
hanya tanggung jawab, pemerintah pun 
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mempunyai kepentingan langsung untuk 
menciptakan situasi kondusif dalam 
menjalankan pemerintahannya. Birokrasi 
dan pelayanan masyarakat yang ber
jalan dengan baik, serta keamanan 
masyarakat. Dengan adanya penegakan 
hukum yang baik, akan muncul pula 
stabilitas yang akan berdampak pada 
sektor politik dan ekonomi menjadi 
sebuah penyederhanaan yang ber
lebihan bila dikatakan penegakan 
hukum hanyalah tanggung jawab dan 
kepentingan lembaga yudikatif. Ketiga, 
tidak dapat dilupakan pula adanya dua 
institusi penegakan hukum lainnya yang 
berada di bawah lembaga eksekutif, yaitu 
kepolisian dan kejaksaan. Penegakan 
hukum bukanlah wewenang Mahkamah 
Agung (MA) semata¹³. Dalam konteks 
keamanan masyarakat dan ketertiban 
umum, kejaksaan dan kepolisian justru 
menjadi ujung tombak penegakan hukum 
yang penting karena mereka langsung 
berhubungan dengan masyarakat. 
Sementara itu, dalam konteks legal 
formal, hingga saat ini pemerintah masih 
mempunyai suara yang signifikan dalam 
penegakan hukum. Realisasi penegakan 
hukum di Indonesia sendiri, belakangan 
ini,seringkali tidak dipandang sebagai 
sesuatu yang penting dalam proses 
demokratisasi. Hukum lebih sering 
dilihat sebagai penopang perbaikan 
di bidang lainnya seperti politik dan 
pemulihan ekonomi. Akibatnya, pem
baruan hukumjustru dianggap hanya 
sebatas pembentukan peraturan per
undang-undangan yang dibutuhkan 
untuk melaksanakan rencana-rencana 
perbaikan sektor ekonomi danpolitik, alih-
alih pembenahan perangkat penegakan 
hukum itu sendiri. Indikasi  gejala ini terlihat 
dari lahirnya berbagai undang-undang 

secara kilat di Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR)¹⁴, yang didorong oleh rencana 
pemulihan ekonomi yang dipreskripsikan 
oleh berbagai lembaga internasional 
dan nasional, sementara tidak banyak 
yang dilakukan untuk memperbaiki 
kinerja kepolisian dan kejaksaan oleh 
pemerintah. Padahal, evolusi ma
syarakat hingga menjadi organisasi 
negara melahirkan konsep tentang 
adanya hukum untuk mengatur institusi 
masyarakat. Oleh karena itu, terdapat 
asumsi dasar yang menyatakan bahwa 
adanya kepastian dalam penegakan 
hukum akan mengarah kepada stabilitas 
masyarakat. Dan pada kenyataannya, 
kepastian hukum selalu menjadi hal yang 
didambakan, walaupun terdengar utopis. 
Sebab, melalui kepastian inilah akan 
tercipta rasa aman bagi rakyat. Adanya 
kepastian bahwa kehidupan dijaga oleh 
negara, kepentingannya dihormati, dan 
kepemilikan yang diraihnya dilindungi. 

b. 	 Pembentukan Kebijakan di Bidang 
Penegakan Hukum dan Faktor yang 
Mempengaruhinya 

Bagi Indonesia sendiri, penegakan 
hukum bukan hanya untuk mendorong 
perbaikan politik dan pemulihan ekonomi. 
Harus disadari bahwa penegakan 
hukum justru merupakan ujung tombak 
proses demokratisasi. Karena, melalui 
penegakan hukum ini, Indonesia 
dapat secara konsisten memberantas 
korupsiyang sudah mengakar dengan 
kuat di berbagai sektor serta menjalankan 
aturan-aturan dalam bidang politik dan 
ekonomi secara konsisten. Penegakan 
hukumyang konsisten dan tegas juga 
dapat mendorong percepatan pemulihan 
ekonomi dan tatanan politik. Dalam bidang 
pembentukan kebijakan, indikasi yang 
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menunjukkan gejala pembuatan aturan 
secara instan tersebut dilihat dalam soal 
perencanaan pembentukan kebijakan 
hukum pemerintah yang cenderung 
stagnan. Pada masa pemerintahan 
Abdurrahman Wahid, dibentuk Komisi 
Hukum Nasional yang bertugas 
memberikan nasihat kepada presiden 
dalam bidang hukum. Namun,dalam 
pemerintahan yang berikutnya, Komisi 
Hukum Nasional dapat dikatakan 
tidak memiliki banyak andil dalam 
pembentukan kebijakan pemerintah 
di bidang hukum. Pada saat ini, arah 
kebijakan hukum dituangkan bersama 
dengan arah kebijakan pembangunan 
sektor-sektor lainnya dalam Program 
Pembangunan Nasional (Propenas) yang 
dibuat dalam bentuk undang-undang 
oleh DPR dan pemerintah (Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2000). Di dalam 
Propenas, yang menggantikan Rencana 
Pembangunan Lima Tahun (Repelita) itu, 
disusun arah kebijakan pembangunan di 
bidang hukum. Propenas tidak hanya 
memuat arah perbaikan institusi, tetapi 
juga serangkaian pembentukan undang-
undang, yang kemudian diturunkan 
dalam bentuk Program Legislasi Nasional 
(Prolegnas). Prolegnas memuat semua 
legislasi yang akan dihasilkan dalam 
jangka waktu lima tahun. Pembagian 
yang ada dalam Prolegnas dilakukan 
secara sektoral, yaitu bidang hukum, 
politik, ekonomi, sosial budaya, agama, 
pendidikan, pembangunan daerah, 
sumber daya alam dan pertahanan 
keamanan. Pusat Studi Hukum dan 
Kebijakan Indonesia (PSHK) dalam 
studinya tentang Prolegnas pada masa 
sidang DPR 2003-2004 menyimpulkan 
setidaknya dua hal sebagai berikut.
Pertama, proses penyusunan legislasi 
di Indonesia bukanlah dalam kerangka 
“mengarahkan” kebijakan di bidang 
hukum tetapi justru “diarahkan” oleh 

berbagai faktor eksternal. Kedua, 
sampai titik tertentu proses penyusunan 
prioritas legislasi menjadi sarana untuk 
“memagari” perubahan politik dan hukum 
yang dikehendaki. Proses ini menjadi alat 
pembenaran (justifikasi) semata dalam 
meredam agenda perubahan struktural 
sambil mempertahankan status quo.
Salah satu faktor eksternal yang turut 
mengarahkan pembentukan kebijakan 
hukum di negeri ini di antaranya dalam 
bentuk ideologi asing. Paham neo-
liberal yang berkembang pesat sebagai 
bagian dari kedigdayaan negara-negara 
Barat telah memberikan pengaruh besar 
terhadap berbagai kebijakan dalam 
negeri di negara-negara dunia ketiga, 
termasuk Indonesia. Neo-liberalisme 
masuk ke dalam hukum dan kebijakan 
melalui proses pembentukan maupun 
penegakannya¹⁵. Proses pembentukan 
dan penegakan hukum dan kebijakan 
dapat dilihat sebagai arena pertarungan 
antara kelompok yang memiliki akses dan 
yangtidak. Masuknya neo-liberalisme 
ke dalam hukum menjadi konsekuensi 
darimerasuknya ideologi neo-liberal 
dalam berbagai sendi kehidupan-
pandangan yang melihat bahwa negara 
harus menjauh dari arus ekonomi dan 
semua individu harus berkompetisi 
dalam mekanisme pasar.

PENUTUP 

Kesimpulan 
Berdasarkan uraian, dan pembahasan 

dapat disimpulkan sebagai berikut. Terdapat 
beberapa aspek yang memberikan pengaruh 
terhadap birokrat dalam pembentukan 
kebijakan, yaitu:  adanya pengaruh tekanan 
dari luar;adanya pengaruh kebijaksanaan 
lama, adanya pengaruh sifat-sifat pribadi, 
adanya pengaruh dari kelompok luar; 
danadanya pengaruh keaadaan masa lampau. 
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Sedikitnya ada tiga alasan mengapa peran 
pemerintah dalam pembentukan kebijakan 
di bidang penegakan hukum diperlukan, 
yaitu: pemerintah bertanggung jawab penuh 
untuk mengelola wilayah dan rakyatnya 
untuk mencapai tujuan dalam bernegara, 
pemerintah juga berkepentingan langsung 
untuk menciptakan situasi kondusif dalam 
menjalankan pemerintahannya; dan terdapat 
dua institusi penegakan hukum yang berada 
di bawah lembaga eksekutif, yaitu kepolisian 
dan kejaksaan, keduanya merupakan ujung 
tombak penegakan hukum karena langsung 
berhubungan denganmasyarakat.

Pengaruh dari luar tubuh birokrat 
terkadang memberikan peran signifikan 
sebagai alat kontrol atas birokrat berkaitan 
dengan proses pembentukan kebijakan. 
Namun, faktor eksternal dapat pula cenderung 
berpengaruh negatifapabila kepentingan 
kelompok/golongan/badan tertentu menjadi 
landasan sipemberi pengaruh tersebut.

Saran 
Konsentrasi peranan politik hukum 

pemerintah dewasa ini sebaiknya lebih 
diarahkan kepada pembangunan hukum 
nasional yang berwawasan nusantara, 
menumbuhkembangkan semangat kebang
saan (nasionalisme), mencegah timbulnya 
konflik horizontal dan bahaya disintegrasi 
bangsa

Pemerintah dalam membuat sebuah 
kebijakan hendaklah melihat realita dalam 
masyarakat sehingga kebijakan yang akan 
ditetapkan dapat diterima oleh masyarakat 
dan kebijakan tersebut dapat menjadi 
solusi yang tepat bagi problematika dalam 
masyarakat.

Segera menyempurnakan dan me
nyelesaikan matari-materi hukum  agar arah 
kebijakan  hukum di Indonesia terdapat acuan 
main yang jelas dan transparan yang dapat 
dipahami oleh  masyarakat dan berguna bagi 
pimpinan untuk mengambil langkah-langkah 
strategis di bidang hukum.
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